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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Wilayah perairan Indonesia yang begitu luas memiliki potensi 

sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Salah 

satunya adalah mamalia laut yang merupakan sumber daya yang unik bagi 

Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki setidaknya 35 jenis mamalia laut 

yang meliputi ordo Cetacea dan Sirenia.1 Ordo Cetacea terdiri dari sub ordo 

Mysticeti dan sub ordo Odontoceti. Sub ordo Mysticeti meliputi 8 jenis paus 

yang merupakan famili Balaenopteridae. Sedangkan sub ordo Odontoceti 

terdiri dari 5 famili, meliputi 18 jenis Delphinidae, 2 jenis Kogiidae, 1 jenis 

Phocoenidae, 1 jenis Physeteridae, dan 4 jenis Ziphiidae. Sedangkan ordo 

Sirenia, Indonesia hanya memiliki 1 jenis yang merupakan famili 

Dugongidae.  

Seluruh jenis satwa Cetacea merupakan mamalia laut (Marine 

Mammals) tanpa tungkai belakang (Hind limbs) dan gerakannya 

menggunakan pergerakan ekor yang bergerak secara vertikal. Cetacea 

terdiri dari semua jenis paus dan lumba – lumba, termasuk juga pesut, 

porpois (Porpoise), dan paus berparuh (Beaked Whales) yang tinggal di 

 
1 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, “Konservasi Perairan sebagai Upaya 

Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia”, diakses dari internet: 

https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-

dan-perikanan-indonesia. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 19.57 WIB. 

https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia
https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia
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wilayah perairan laut, payau, atau tawar.2 Ordo Sirenia merupakan jenis 

mamalia laut yang berbeda dengan Cetacea. Sirenia cenderung tidak 

memiliki ukuran yang besar dan hidup di perairan yang relatif dangkal, 

bahkan tidak menyelam begitu dalam hanya untuk mencari makan. Sirenia 

dikelompokkan menjadi 2 famili, yaitu famili Trichidae dan Dugongidae.3 

Di Indonesia, mamalia laut banyak ditemukan di perairan laut bagian timur 

yang cenderung memiliki kedalaman, seperti Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut 

Sulawesi, Perairan Pulau Komodo, Perairan Raja dan Laut di Dangkalan 

Sahul lainnya. Selain itu, mamalia laut juga ditemukan di perairan yang 

relatif lebih dangkal seperti Perairan Utara dan Selatan Jawa, Sumatera, dan 

Kalimantan.4 

Secara internasional, terdapat lima konvensi dan kesepakatan 

multilateral yang mengatur tentang tata kelola dan perlindungan mamalia 

laut.5 Indonesia telah meratifikasi tiga dari lima konvensi dan kesepakatan 

multilateral tersebut, diantaranya Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES 1973), United 

Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), dan 

Convention on Biological Diversity (UNCBD 1993). Sedangkan dua 

 
2 Margaret Klinowska, Dolphins, Porpoises and Whales of the World: the IUCN Red Data 

Book, United Kingdom, International Union for Conservation of Nature, 1991.  
3 Helene Marsh, Thomas J. O’Shea dan John E. Reynolds, Ecology and Conservation of 

the Sirenia, United States of America, Cambridge University Press, 2012, hlm. 3-4. 
4 Badan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar, “Paus”, diakses dari internet: 

https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/page/1858-paus. Diakses pada tanggal 11 September 2022 

pukul 15.18 WIB. 
5 Achmad Sahri et al., “A Critical Review of Marine Mammal Governance and Protection 

in Indonesia”, Marine Policy, Volume 117, 2020, hlm. 3. 

https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/page/1858-paus
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lainnya yang belum diratifikasi oleh Indonesia, yaitu International 

Convention for the Regulation of Whaling (ICRW 1946) dan Convention on 

the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS 1979).  

CITES menggambarkan tentang pendekatan atas perlindungan 

mamalia laut melalui pengelolaan perdagangan komersial internasional 

secara ketat terhadap spesies yang terancam dan hampir punah.6 UNCLOS 

memberikan hukum internasional yang bersifat komprehensif bagi laut 

secara internasional, termasuk pengelolaan mamalia laut dengan 

mendorong kerja sama internasional atas konservasi mamalia laut di antara 

negara yang meratifikasi.7 UNCBD merupakan perjanjian multilateral 

utama tentang konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara 

berkelanjutan. Pada konvensi ini, perlindungan dan tata kelola mamalia laut 

dilaksanakan melalui beberapa kebijakan, seperti pengakuan 

ketergantungan masyarakat tradisional terhadap keanekaragaman hayati, 

sistem kawasan yang dilindungi, kerja sama internasional dan menjadikan 

konservasi keanekaragaman hayati sebagai pertimbangan untuk 

pembentukan kebijakan nasional.8 ICRW merupakan dasar hukum 

International Whaling Commission (ICW) yang bertujuan untuk 

melindungi spesies paus dari perburuan secara berlebihan, memastikan 

 
6 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

(Washington D.C., 3 Maret 1973, mulai berlaku pada 01 Juli 1975) 993 UNTS 224. 
7 United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay, 10 Desember 1982, 

mulai berlaku pada 16 November 1994) 1833 UNTS 396. 
8 Convention on Biological Diversity (Rio De Janeiro, 5 Juni 1992, mulai berlaku pada 29 

Desember 1993) 1760 UNTS 79. 
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konservasi dan pengembangan yang tepat dari populasi paus secara global.9 

CMS merupakan landasan hukum atas tindakan konservasi yang 

terkoordinasi secara internasional untuk seluruh wilayah migrasi.10  

Mamalia laut sebagai hewan yang dilindungi sudah diatur di 

beberapa peraturan perundang – undangan Indonesia sebagai berikut. 

1. Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 

1973 (CITES).  

2. Undang – Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United 

Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS). 

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

4. Undang – Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United 

Nations Convention on Biological Diversity 1993 (UNCBD). 

5. Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang 

– Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 

6. Undang – Undang No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – 

Undang  

7. Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 

 
9 International Convention for the Regulation of Whaling (Washington, D.C., 02 Desember 

1946, muali berlaku pada 10 November 1948) 161 UNTS 74. 
10 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn, Jerman,, 

23 Juni 1979, mulai berlaku pada 1 November 1983) 1651 UNTS 333. 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang 

Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. 

10. Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 79 Tahun 2018 

tentang Rencana Aksi Konservasi Mamalia Laut 2018 – 2022. 

Meskipun Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan atas 

perlindungan mamalia laut, namun status perlindungan yang diberikan 

masih belum terdefinisi secara baik dan spesifik. Hal ini karena 

perlindungan masih terbatas pada Kawasan konservasi dan Kawasan taman 

nasional dalam batas ruang atau spasial tertentu saja. Mengingat mamalia 

laut merupakan satwa yang bermigrasi (Highly Migratory Species) yang 

secara karakteristik tidak hanya berada pada suatu ruang dan waktu tertentu, 

sehingga keberadaan mamalia laut di suatu Kawasan perairan sangat 

bergantung pada musim, ketersediaan makanan dan yang paling penting 

kondisi perairan. Selain itu, permasalahan terkait perlindungan mamalia laut 

tidak hanya disebabkan oleh keadaan perairan secara alami namun juga 

disebabkan tumpang tindih wewenang kelembagaan dalam pengelolaan 
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kawasan konservasi mamalia laut, serta kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan dan perlindungan mamalia laut. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 79/KEPMEN-KP/2018 

telah menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Mamalia Laut 

guna mencapai peningkatan atas perlindungan bagi mamalia laut di 

Indonesia. RAN Konservasi Mamalia Laut terdiri dari strategi, kegiatan, 

indikator, output, lokasi, waktu, penanggung jawab, dan unit kerja dalam 

implementasi upaya konservasi mamalia laut di Indonesia. Meskipun 

begitu, pelaksanaan RAN Konservasi Mamalia Laut perlu pengawasan yang 

masif serta peninjauan yang implementatif mengingat banyaknya 

permasalahan terkait perlindungan mamalia laut. 

Saat ini terdapat beberapa penelitian serupa yang membahas tentang 

perlindungan hukum mamalia laut. Penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. “A Critical Review of Marine Mammal Governance and Protection in 

Indonesia” oleh Achmad Sahri et al.11 yang menjelaskan dan 

menganalisis kerangka hukum dalam perlindungan mamalia laut dan 

pengaturan kelembagaan saat ini. Penelitian ini juga mengungkapkan 

kesenjangan dan tumpang tindih dalam kerangka hukum dan kebijakan 

nasional untuk tata Kelola mamalia laut di Indonesia. 

 
11 Achmad Sahri et al., op. cit. hlm. 1. 
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2. “Marine Mammals in the Savu Sea (Indonesia): Indigenous Knowledge, 

Threat Analysis and Management Options” oleh Putu Liza Kusuma 

Mustika.12 Penelitian ini secara khusus mengkaji status budaya berburu 

paus di Laut Sawu dan konstruksi sosial atau persepsi pemangku 

kepentingan tentang praktik perburuan tradisional. Selain itu, penelitian 

ini juga menganalisis aktivitas antropogenik yang mungkin berdampak 

buruk bagi mamalia laut dan opsi pengelolaan untuk konservasi 

mamalia laut di wilayah tersebut. 

3. “Will Unilateral Action Improve the Global Conservation Status of 

Marine Mammals? A first analysis of the U.S. Marine Mammals 

Protection Act’s Import Provisions Rule” oleh Janet Bering et al.13 

Penelitian ini meninjau kerangka peraturan yang berlaku di negara 

pengekspor tertentu yang mengekspor ke Amerika Serikat dan 

melakukan analisis data tangkapan sampingan mamalia laut yang 

disumbangkan oleh 23 negara pengekspor yang kemungkinan akan 

mematuhi aturan Amerika Serikat. Negara tersebut diperiksa dalam 3 

kelompok besar. Indonesia masuk dalam kategori kelompok ketiga, 

yaitu kelompok negara dengan pengelolaan perikanan yang kurang kuat 

serta kapasitas penegakan hukum kurang dan sangat sedikit. Secara 

 
12 Putu Liza Kusuma Mustika, Tesis: “Marine Mammals in The Savu Sea (Indonesia): 

Indigenous Knowledge, Threat Analysis and Management Options”, Australia, James Cook 

University, the School of Tropical Environment Studies and Geography, 2006, hlm. Viii. 
13 Janet Bering et al., “Will Unilateral Action Improve the Global Conservation Status of 

Marine Mammals? A First Analysis of the U.S. Marine Mammal Protection Act’s Import Provision 

Rule”, Marine Policy, Volume 135, 2022, hlm.1.  
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khusus, Indonesia tidak mengumpulkan data jumlah mamalia laut yang 

ada di Indonesia dan data kematian mamalia laut.  

Namun, penelitian ini akan membahas perlindungan hukum mamalia laut 

Indonesia ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional. Secara 

khusus, penelitian ini akan membahas tentang pengaturan atas perlindungan 

mamalia laut secara internasional dan nasional, masalah dan tantangan apa 

saja yang terjadi dalam perlindungan mamalia laut di Indonesia serta 

analisis solusi atas permasalahan tersebut. Kajian dalam penelitian akan 

memberikan pandangan terhadap upaya perlindungan mamalia laut di 

Indonesia yang saat ini masih terlalu fokus pada wilayah konservasi, 

tumpeng tindih wewenang kelembagaan terhadap pengelolaan sumber daya 

laut, perubahan kerangka hukum yang tidak tepat, dan peran serta 

masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan dan perlindungan mamalia 

laut di Indonesia. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, 

berikut rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan mamalia laut dari 

hukum internasional dan hukum nasional? 

2. Apa saja masalah dalam perlindungan mamalia laut di Indonesia? 

3. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan permasalahan perlindungan 

mamalia laut di Indonesia? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan 

permasalahan di atas adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan mamalia laut 

dari hukum internasional dan hukum nasional. 

2. Untuk mengetahui masalah dalam perlindungan mamalia laut di 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui solusi dalam menyelesaikan permasalahan 

perlindungan mamalia laut di Indonesia. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum internasional 

tentang analisis hukum internasional terhadap perlindungan hukum 

mamalia laut Indonesia. Selain itu, manfaat jangka Panjang penelitian 

ini juga dapat dijadikan sebagai sumber literatur untuk penelitian 

selanjutnya yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan 

kebijakan bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan dan 

menegakkan perlindungan hukum terhadap mamalia laut Indonesia. 
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E. KERANGKA TEORI 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Terdapat beberapa sarjana yang memberikan pendapatnya tentang 

perlindungan hukum sebagai berikut. 

a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu 

upaya melindungi kepentingan seseorang melalui pengalokasian 

suatu kekuasaan kepada seseorang guna bertindak dalam hal 

kepentingannya tersebut.14 

b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau 

upaya guna memberikan perlindungan bagi masyarakat dari 

perbuatan sewenang – wenang oleh pemilik kekuasaan yang tidak 

sesuai aturan hukum, dengan tujuan mewujudkan suatu ketertiban 

dan ketenangan sehingga manusia dapat menikmati martabatnya 

sebagai manusia.15 

c. Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum merupakan segala 

upaya yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum guna 

memberikan rasa aman baik secara psikologis maupun fisik dari 

berbagai gangguan serta ancaman dari pihak manapun.16 

 
14 Satjipto Rahardjo, Sisi – Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 

121. 
15 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, 

Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14. 
16 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 

1989, hlm. 102. 
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d. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan guna 

melindungi seseorang untuk menyelaraskan hubungan nilai – nilai 

yang terwujud dalam sikap serta tindakan untuk menciptakan suatu 

ketertiban dalam hubungan hidup antar sesama manusia.17 

e. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum memiliki 

pengertian sebagai tindakan untuk melindungi atau memberikan 

suatu pertolongan bagi subjek hukum menggunakan instrumen 

hukum tertentu. Unsur – unsur dari perlindungan hukum antara lain: 

Subjek yang melindungi; objek yang akan dilindungi; dan alat, 

instrument serta upaya yang digunakan untuk mencapai suatu 

perlindungan.18 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perlindungan hukum adalah suatu usaha guna melindungi kepentingan 

subjek hukum yang memiliki hak untuk menikmati martabatnya dengan 

instrumen hukum tertentu dalam mencapai kepentingannya tersebut. 

Dasar hukum atas Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam 

konstitusi Indonesia tercantum dalam pasal 27 ayat (1) Undang – 

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya”. Sehingga teori perlindungan hukum memiliki beberapa 

 
17 Ibid. 
18 Philipus M. Hadjon dan R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Hukum 

Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10. 
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unsur yaitu: a) Keberadaan atau wujudnya perlindungan atau tujuan 

perlindungan; b) Subjek hukum; dan c) Objek perlindungan hukum. 

Secara umum teori perlindungan hukum adalah suatu teori dasar atau 

pemberian pelayanan kepada masyarakat.19 

Mamalia laut sebagai salah satu jenis hewan langka, memiliki 

hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama seperti makhluk hidup 

lainnya. Kedudukan mamalia laut yang hidup di wilayah Indonesia dan 

menjadi salah satu unsur penting dalam ekosistem laut, sudah 

seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang layak serta 

kepastian dalam penegakan hukum. Teori ini akan menjadi dasar dalam 

menjawab permasalahan tentang pengaturan mengenai perlindungan 

hukum mamalia laut secara internasional dan nasional. Melalui teori ini 

akan ditinjau kembali apakah instrumen hukum yang dibentuk dan 

digunakan untuk melindungi mamalia laut sudah cukup efektif secara 

materi maupun praktik. 

2. Teori Tanggung Jawab Negara 

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban merupakan suatu 

kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan 

atas semua hal yang terjadi dan suatu kewajiban untuk memberikan 

perbaikan atas suatu kerugian yang mungkin akan ditimbulkannya.20 

 
19 Siti Nurhayati, “Social Inclusion for Persons with Disabilities Through Access to 

Employment Indonesia”, Prophetic Law Review 1, Volume 2 Nomor 1 tahun 2020, hlm. 9. 
20 F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, Yogyakarta, UAJ Yogyakarta, 1994, hlm. 77. 
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Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

memberikan pandangan bahwa seseorang bertanggung jawab secara 

hukum atau memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatan tertentu 

serta memiliki tanggung jawab atas suatu sanksi atas perbuatan yang 

dilarang.21 Selanjutnya, Hans Kelsen membagi tanggung jawab sebagai 

berikut.22 

a. Pertanggungjawaban individu, bahwa seorang individu memiliki 

tanggung jawab atas suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh 

dirinya sendiri. 

b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu memiliki 

tanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan orang 

lain. 

c. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yaitu seorang individu 

bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh 

dirinya secara sengaja dan tujuan pelanggaran tersebut dapat 

diperkirakan akan menimbulkan kerugian. 

d. Pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang individu memiliki 

tanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya 

sendiri, namun dilakukan secara tidak sengaja dan tujuan dari 

pelanggaran tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 

 
21 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, sebagaimana diterjemahkan oleh 

Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu 

Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.  
22 Hans Kelsen, Pure Theory of Law, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 

Teori Hukum Murni: Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung, Nusa Media, 2018, hlm. 140. 
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Suatu negara memiliki pertanggungjawaban melalui 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pertanggungjawaban 

tersebut melekat pada jabatan yang memiliki kewenangan. Menurut 

pandangan hukum publik bahwa adanya suatu pertanggungjawaban 

muncul akibat adanya kewenangan. Hal ini sesuai dengan prinsip umum 

yaitu, “geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no 

authority without responsibility” yang berarti bahwa tidak ada 

kewenangan tanpa pertanggungjawaban.23 

Sebagai negara yang memiliki kewenangan, Indonesia tentunya 

memiliki tanggung jawab atas wilayah dan seisinya. Perlindungan bagi 

mamalia laut merupakan salah satu tanggung jawab Indonesia sebagai 

negara dimana mamalia laut hidup, tumbuh dan berkembang. Indonesia 

sebagai negara memiliki kewenangan melalui instrumen – instrumen 

hukum yang memberikan keabsahan atas tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Hal inilah yang kemudian memberikan kebebasan bagi 

negara untuk mengatur perlindungan atas mamalia laut sebagai 

tanggung jawab negara. Secara khusus, Indonesia bertanggung jawab 

atas perlindungan mamalia laut di Indonesia dan segala sesuatu yang 

mungkin terjadi di wilayah perairan Indonesia yang mempengaruhi 

kehidupan mamalia laut di Indonesia.  

 
23 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dan Voluntary menjadi Mandatory, 

Jakarta, Raja Grafindo Press, 2011, hlm. 352. 
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Teori tanggung jawab negara akan menjadi dasar dalam 

menjawab permasalahan tentang analisis solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan perlindungan mamalia laut di Indonesia. Melalui teori ini 

akan dikaji beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan Indonesia 

sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi mamalia laut 

Indonesia. 

3. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut 

Menurut Prajudi Atmosuryo, pengelolaan merupakan suatu 

kegiatan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya yang kemudian 

akan digunakan dalam aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan 

tertentu.24 Menurut Harsoyo, Pengelolaan merupakan suatu usaha yang 

memiliki tujuan dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya 

yang ada dengan cara yang benar guna mencapai tujuan tertentu yang 

telah disiapkan sebelumnya.25 

Sumber daya alam menurut Daryanto adalah segala sumber 

daya yang terbentuk secara alamiah meliputi tanah, air dan perairan, 

udara dan ruang, mineral tenaga alam, panas bumi dan gas bumi, serta 

pasang surut atau arus laut.26 Sedangkan menurut Reksodiprodjo, 

 
24 Prajudi Atmosuryo, Administrasi dan Manajemen Umum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 

1982, hlm. 282. 
25 Hartina Beddu, “Pengelolaan Kelompok dalam Pembinaan Usaha Tani Masyarakat di 

Desa Cikowang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar”, Clavia: Law Journal, Volume 

18 Nomor 1, 2020, hlm. 76. 
26 Iswandi U dan Indang Dewata, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Yogyakarta, 

Deepublish, 2020, hlm. 1. 
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sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berguna dan memiliki 

nilai meliputi semua yang ada di bumi.27 

Menurut Arielle Sarah Levine, Laurie Richmond dan David 

Lopez-Carr, bahwa pengelolaan sumber daya alam laut adalah suatu 

proses yang didorong oleh aspek politik dan budaya, dibentuk oleh 

sumber penghidupan dan persepsi masyarakat sehingga membentuk 

suatu kebijakan dan pengambilan keputusan dengan cara yang 

mendasar. 28  Pasal 1 Angka 7 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Kelautan memberikan pengertian bahwa sumber daya kelautan 

adalah sumber daya laut, baik yang diperbaharui maupun yang tidak 

dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan 

kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sedangkan 

Angka 8 memberikan pengertian bahwa pengelolaan kelautan adalah 

penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan 

sumber daya kelautan serta konservasi laut. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan sumber daya alam laut merupakan suatu upaya 

pengolahan, pemanfaatan, eksplorasi dan konservasi terhadap sumber 

daya alam laut guna mencapai tujuan tertentu melalui penyelenggaraan 

kegiatan, penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam 

laut. Berkaitan dengan upaya perlindungan mamalia laut di Indonesia, 

 
27 Ibid. 
28 Arielle Sarah Levine, Laurie Richmond dan David Lopez-Carr, “Marine Resource 

Management: Culture. Livelihoods, and governance”, Applied Geography, Volume 59, 2015, hlm. 

56. 
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pengelolaan sumber daya alam laut yang baik dan benar merupakan 

salah satu cara pengolahan dan pemanfaatan yang diharapkan tidak 

memberikan dampak buruk baik ekosistem laut. Selain itu, pengelolaan 

sumber daya alam laut ini juga memungkinkan untuk mengurangi 

adanya penangkapan mamalia laut secara ilegal, mengurangi adanya 

kematian mamalia laut akibat kerusakan laut secara alamiah maupun 

akibat kegiatan manusia serta menciptakan pemanfaatan mamalia laut 

yang berkelanjutan seperti pemeliharaan dan pembudidayaan mamalia 

laut. 

Teori pengelolaan sumber daya alam laut menjadi landasan 

untuk menjawab permasalahan dan tantangan dalam upaya 

perlindungan mamalia laut di Indonesia. Secara khusus teori ini 

digunakan untuk meninjau apakah upaya perlindungan mamalia laut di 

Indonesia yang saat ini dilakukan masih memiliki kekurangan secara 

materi maupun praktik. Selain itu teori ini juga akan menjawab 

permasalahan dan tantangan yang ditimbulkan dalam upaya 

perlindungan mamalia laut di Indonesia. 

4. Teori Konservasi 

Peter Salim dan Yenny Salim memberikan pengertian 

konservasi sebagai suatu pemeliharaan dan perlindungan terhadap suatu 

hal yang dilakukan secara teratur guna mencegah kerusakan dan 
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kemusnahan dengan cara pengawetan.29 Cameron S.G Jefferies 

memberikan pengertian bahwa istilah “Konservasi” dan “Pengelolaan” 

merupakan suatu pengelompokan dan penerapan pengetahuan biologis 

yang memiliki tujuan dalam peningkatan dan pemeliharaan jumlah 

hewan dalam posisi yang optimal dan berkelanjutan. Hal ini mencakup 

seluruh ruang lingkup kegiatan yang merupakan suatu program sumber 

daya ilmiah yang modern namun tidak hanya dan terbatas pada 

penelitian, sensus, penegakan hukum serta perolehan dan perbaikan 

habitat makhluk hidup namun juga termasuk perlindungan yang 

signifikan sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk.30 

Teori konservasi akan menjadi salah satu landasan dalam 

memberikan solusi terkait permasalahan perlindungan mamalia laut di 

Indonesia. Konservasi sebagai salah satu cara yang telah dilakukan 

untuk melindungi mamalia laut di Indonesia perlu dilakukan peninjauan 

kembali untuk meningkatkan upaya konservasi. Peningkatan upaya 

konservasi ini dapat meliputi pengelolaan mamalia laut dan habitatnya, 

pengelolaan stabilitas rantai makanan dan ekosistem laut, memperluas 

wilayah konservasi, pengendalian peredaran mamalia laut secara ilegal, 

pengaturan pemanfaatan mamalia laut, integrasi pengelolaan data serta 

sistem informasi. Sehingga, melalui peningkatan konservasi ini 

 
29 Joko Christianto, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Jakarta, Universitas 

Terbuka, 2014, hlm. 1. 
30 Cameron S.G. Jefferies, Marine Mammal Conservation and the Law of the Sea, New 

York, Oxford University Press, 2016, hlm. 4. 
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diharapkan dapat memperluas wilayah konservasi, pendataan yang jelas 

serta pengelolaan dan pemanfaatan yang sesuai aturan. 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 

Hukum Normatif; Penelitian Hukum Doktrinal; Penelitian Kepustakaan 

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis 

bahan pustaka atau studi dokumen.31 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Pendekatan perundangan-undangan, yaitu suatu pendekatan 

penelitian dengan cara aturan dan regulasi secara nasional serta 

internasional yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam 

penelitian. Aturan dan regulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut.  

1) Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Flora and Fauna (CITES 1973). 

2) United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 

1982). 

 
31 Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., Penelitian 

Hukum Normatif. Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 13.; Bambang Waluyo, Penelitian Hukum 

Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 13. 
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3) United Nation Convention on Biological Diversity (UNCBD 

1993). 

4) International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW 

1946). 

5) Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild 

Animals (CMS 1979). 

6) Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan 

Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Flora and Fauna 1973 (CITES).  

7) Undang – Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan 

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 

(UNCLOS). 

8) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

9) Undang – Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United 

Nations Convention on Biological Diversity 1993 (UNCBD). 

10) Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 

11) Undang – Undang No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang  

12) Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 
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tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam. 

14) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. 

15) Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 79 Tahun 

2018 tentang Rencana Aksi Konservasi Mamalia Laut 2018 – 

2022. 

b. Pendekatan konsep, pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara 

meninjau asas dan teori yang dapat ditemukan di literatur dan karya 

ilmiah. 

3. Bahan Penelitian Hukum 

a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, 

konvensi, perjanjian dan/atau ketetapan-ketetapan lainnya yang 

bersifat mengikat. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu segala bentuk bahan penelitian hukum 

yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer 

yang dapat ditemukan pada buku, literatur, jurnal ilmiah, artikel, 

situs web resmi dan media lainnya yang memiliki kaitan dengan 

penelitian. 
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang memberikan 

pemahaman lebih lanjut atas bahan hukum primer dan sekunder 

yang dapat ditemukan pada ensiklopedia, media berita, kamus, dan 

sebagainya. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode pengumpulan kepustakaan hukum yang 

dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami bahan 

penelitian hukum yang berkaitan32 dengan instrumen hukum 

internasional dan hukum nasional atas perlindungan mamalia laut, 

tantangan atas permasalahan perlindungan mamalia laut di Indonesia, 

serta solusi atas permasalahan perlindungan mamalia laut di Indonesia.  

5. Metode Analisis Bahan Hukum 

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif analitis dengan cara menjelaskan kembali 

hasil pemahaman atas bacaan dan temuan hukum yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

 

 
32 Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., Penelitian 

Hukum Normatif. Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 33. 
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6. Metode Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini 

menggunakan metode pemikiran secara deduktif, yaitu penarikan 

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang 

bersifat khusus. 
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